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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN      

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 

TENTANG 

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk 

mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan 

efisien perlu dibuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, 

jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan 

akses arsip; 

b. bahwa untuk kemudahan akses arsip bagi publik dan 

perlindungan keamanan arsip, perlu adanya pengaturan 

sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sistem 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Nomor  3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  Nomor  4843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  Nomor  4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang  

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Nomor  5071); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

17); 

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klarifikasi Keamanan 

dan Akses Arsip Dinamis; 

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

713); 

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang 

Pedoman   Tata   Kearsipan   Kementerian    Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 783); 

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang 

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2018 Nomor 793); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN 

DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kearsipan adalah hal yang berkenaan dengan arsip. 

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

3. Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yang selanjutnya disebut arsip KLHK adalah rekaman 

kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan dan disimpan selama jangka waktu 

tertentu. 
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5. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi 

dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan 

formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta 

mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab 

melaksanakan kegiatan kearsipan. 

6. Arsip Kategori Biasa adalah arsip yang memiliki informasi 

yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan 

siapapun. 

7. Arsip Kategori Terbatas adalah arsip yang memiliki 

informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak 

berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan 

tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. 

8. Arsip Kategori Rahasia adalah arsip yang apabila diketahui 

oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 

terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber 

daya nasional dan/atau ketertiban umum. 

9. Arsip Kategori Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki 

informasi  yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak 

berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik   Indonesia  

dan/atau keselamatan bangsa. 

10. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan 

sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan 

pemanfaatan arsip. 

11. Akses Tertutup adalah pembatasan ketersediaan arsip 

sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal 

untuk melindungi informasi arsip dari penyalahgunaan 

informasi. 

12. Akses Terbuka adalah ketersediaan arsip sebagai hasil 

dari kewenangan hukum dan otorisasi legal untuk 

pemanfaatan arsip yang disediakan secara berkala, serta 

merta, dan setiap saat. 

13. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA 

adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna 

kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung 
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